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ABSTRAK 

 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan 

bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan inkonstitusional bersyarat 

sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun 

sejak putusan diucapkan. Putusan tersebut menimbulkan permasalahan terkait 

ambiguitas dan ketidakpastian hukum karena bersifat inkonstitusional bersyarat 

yang masih memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja sampai dengan dilakukan perbaikan 2 (dua) tahun. Padahal Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam putusan  a quo secara 

tegas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945  sehingga secara teknis 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara tegas pula 

harus dibatalkan dan perintah perbaikan tidak dapat dijadikan alasan untuk 

menjadikan suatu undang-undang yang melanggar konstitusi tetap berlaku. 

Skripsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi ratio decidendi Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang bersifat inkonstitusional bersyarat 

menggunakan perspektif siyasah dusturiyah. 

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-

normatif (penelitian hukum kepustakaan) dengan sifat penelitian adalah deskriptif 

analisis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang 

dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer penelitian ini adalah Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Kerangka teori yang 

digunakan adalah teori siyasah dusturiyah, teori tujuan hukum, dan teori hukum 

progresif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan penggunaan klausul 

inkonstitusional bersyarat dalam ratio decidendi putusan a quo sejatinya 

dimaksudkan agar suatu norma yang diuji (baik melalui uji materil maupun uji 

formil) dapat dilaksanakan (dalam arti tetap konstitusional) sepanjang 

pelaksanaannya sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi 

dan menjadi tidak dapat dilaksanakan (inkonstitusional permanen) apabila syarat-

syarat yang diberikan tidak dipenuhi. Sehingga sangatlah wajar apabila selama 

masa perbaikan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja hingga 2 (dua) tahun masih tetap berlaku. Hal tersebut juga selaras 

dengan teori siyasah dusturiyah yang menyatakan bahwa kebijakan harus 

memberikan kemaslahatan untuk terciptanya kenyamanan bagi masyarakat serta 

menghilangkan kemudharatan. Dimana pertimbangan dalam putusan a quo 

memilih jalan tengah dengan menyeimbangkan antara syarat pembentukan 

undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil guna memenuhi unsur 

kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Disamping itu juga 

mempertimbangkan tujuan strategis dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta.  

Kata Kunci:    Mahkamah Konstitusi, Inkonstitusional Bersyarat, Undang-Undang 

Cipta Kerja, Ratio Decidendi, Siyasah Dusturiyah 
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ABSTRACT 

 

The decision of the Constitutional Court Number 91/PUU-XVIII/2020 

states that the establishment of the Undang-Undang Cipta Kerja is contrary to the 

UUD 1945 and is conditionally unconstitutional as long as it is not interpreted as 

not being corrected within 2 (two) years since the decision was pronounced. The 

decision raises problems related to ambiguity and legal uncertainty because it is 

conditionally unconstitutional which still applies to the Undang-Undang Cipta 

Kerja until it is amended for 2 (two) years. Whereas the Undang-Undang Cipta 

Kerja in the quo Decision is expressly contradictory to the UUD 1945 so that 

technically the Undang-Undang Cipta Kerja must also be explicitly canceled and 

order for improvement cannot be used as an excuse to make a law that violates the 

constitution remains in effect. This thesis aims to identify the ratio decidendi of 

the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 which is 

conditionally unconstitutional using the siyasah dusturiyah perspective. 

This research used juridical-normative legal research methods (library law 

research) with the nature of the research being descriptive analysis. The research 

used the legal approach and conceptual approach. The primary legal source for 

this research is Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020. The 

theoretical framework utilized involves the theories of siyasah dusturiyah, legal 

objectives, and progressive law. 

The results of the study indicated that the purpose of using conditional 

unconstitutional clauses in the ratio decidendi of the quo decision is intended so 

that a norm being tested (either through a material test or formal test) can be 

implemented (in the sense of remaining constitutional) as long as its 

implementation is by the interpretation given by the Constitutional Court and 

cannot be implemented (permanently unconstitutional) if the conditions and are 

not met. So it is very natural that during the period of improvement of the 

formation of the Undang-Undang Cipta Kerja it is still valid for up to 2 (two) 

years. This is also in line with the siyasah dusturiyah theory which states that 

policies must provide benefits to create comfort for the community and eliminate 

harm. The considerations in the quo decision choose a middle way by balancing 

the requirements for the formation of a law that must be met as a formal 

requirement in order to fulfill the elements of legal certainty, expediency and 

justice. Besides that, it also considers the strategic objectives of establishment the 

quo Law. 

 

Keywords:    Constitutional Court, Conditionally Unconstitutional, Undang-  

Undang Cipta Kerja, Ratio Decidendi, Siyasah Dusturiyah 
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MOTTO 

 

هَا بِأًَفُسِهِنْ۟ يُغَيِّرُواٰ إِىَّ للَّهَ لَا يُغَيِّرُ هَا بِقَىْمٍ حَتَّى  

 

“Sesunggunya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum 

mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” 

 (Q.S. Ar-Ra’d Ayat 11) 
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan 

bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan 

tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam 

skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama 

Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara 

garis besar uraiannya adalah sebagai berikut : 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba‟ b be ب

 Ta‟ t te ت

 Tsa‟ s es (dengan titik diatas) ث

 Jim j je ج

 Ha‟ h ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha‟ kh Ka dan ha خ

 Dal d de د

 Zal z ze (dengan titik diatas) ذ

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Ra‟ r er ر
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 Zai z zet ز

 Sin s es س

 Syin sy Es dan ye ش

 Sad s es (dengan titik di bawah) ص

 Dad d de (dengan titik di bawah) ض

 Ta‟ t te (dengan titik di bawah) ط

 Za‟ z zet (dengan titik dibawah) ظ

 ain „ Koma terbalik di atas„ ع

 Gain g ge غ

 Fa‟ f ef ف

 Qaf q qi ق

 Kaf k ka ك

 Lam l „el ل

 Mim \ m „em م

 Nun n „en ى

 Wau w w و

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Ha‟ h ha ه

 Hamzah „ apostrof ء
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 Ya‟ y ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah 

 ditulis Muta‟addidah متعدّدة

 ditulis „iddah عدّة

 

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 ditulis Hikmah حنمت

 ditulis „illah عيّت

 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 ‟ditulis Karāmah al-Auliyā مسامتالأَىيبء

 

3. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah 

ditulis t atau h. 

 ditulis Zakāh al-Fitri شمبةاىفطس
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D. Vokal Pendek 

 Fathah ditulis a فعو

fa‟ala 

 Kasrah ditulis i ذمس

zukira 

 Dammah ditulis u يرٌب

yazhabu 

 

E. Vokal Panjang 

1. Fathah+alif 

 جبٌييت

Ditulis 

ditulis 

a 

jāhiliyyah 

2. Fathah+ya‟ mati 

 تىعّ

Ditulis 

ditulis 

a 

tansā 

3. Kasrah+ya‟ mati 

 مسيم

Ditulis 

ditulis 

i 

karīm 

4. Dammah+wawu mati 

 فسَض

Ditulis 

ditulis 

u 

furūd 

 

F. Vokal Rangkap 

1. Fathah+ya‟ mati 

 بيىنم

Ditulis 

ditulis 

ai 

bainakum 

2. Fathah+wawu mati Ditulis au 
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 ditulis qaul قُه

 

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 

 ditulis A‟antum أأوتم

 ditulis La‟in syakartum ىئه شنستم

 

H. Kata Sandang Alif+Lam 

Kata sandang dalam tulisan arab dilambangkan dengan huruf اه, namun 

dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang 

diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyah. 

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya 

 

 ditulis Al-Qur‟ān اىقسأن

 ditulis Al-Qiyās اىقيبض

 

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf (el) nya. 

 ‟ditulis As-Samā اىعّمبء

 ditulis Asy-Syams اىشّمط
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I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisannya. 

 ditulis Zawī al-Furūd ذَاىفسَض

 ditulis Ahl as-Sunnah أٌو اىعّىّت

 

J. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, 

dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf 

kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan 

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri 

yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital 

adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh : 

-Syahru Ramadhān al-lazī unzila fīh al  شٍس زمضبن اىّرِ أوصه فيً اىقسأن

Qur‟ān 

 

K. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada : 

a. Kosa kata bahasa Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat 

dalam Kamus Umum bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat 

dan sebagainya, 
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b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh 

penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan 

sebagainya. 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara 

yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri 

Soleh dan sebaginya, 

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya 

Mizan, Hidayah, taufiqm Al-Ma‟arif dan sebagainya. 
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KATA PENGANTAR 

 

 

ًْبِيَاءِ وَالْوُرْسَلِيْيَ،  الْحَوْدُ لله رَبِّ الْعَالَوِيْيَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَ

 وَعَلَى أله وَأَصْحَابِهِ وَهَيْ تَبِعَهُنْ بِإِحْسَاىٍ إِلَى يَىْمِ الدِّيْيِ، أَهَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia dan petunjuknya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Ratio Decidendi Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang Bersifat Inkonstitusional 

Bersyarat Perspektif Siyasah Dusturiyah”. Tak lupa sholawat serta salam semoga 

selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari 

zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah dan yang kita harapkan syafa‟atnya di 

hari kiamat kelak. 

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi 

persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Tata 

Negara Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan  Kalijaga 

Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud 

sebagaimana yang diharapkan tanpa bimbingan, bantuan, dan tersedianya 

fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis 

ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terimakasih dan 

hormat kepada: 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yudisial yang 

mempunyai  wewenang melakukan pengujian undang-undang terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). 

1
Selain berwenang menguji konstitusionalitas dari suatu undang-undang, MK 

berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 
2
juga diberikan 

kewenangan memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus 

pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, serta 

memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan Wakil Presiden telah melakukan 

pelangggaran hukum.  

Hal tersebut selaras dengan pendapat Katherine Glenn Bass dan Sujit 

Cloundry bahwa MK mempunyai kewenangan-kewenangan lainnya, 

“...disputes over the constitutions provisions often involve the most sensitive 

political issues facing a country, including review of the country electoral 

laws and election, the powers of the various branches of government and 

other questions. Kewenangan demikian menurut Jimly Asshiddiqie MK 

dikonstruksikan sebagai penjaga konstitusi (the guardian of constitution), 

pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of the citizen‟s 

                                                           
1
 Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2011), hlm. 74. 
2
 Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 
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constitutional rights), penafsir konstitusi (the sole intrepreter of constitution), 

serta pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights).
3
 

Kewenangan MK dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 berdampak 

pada banyaknya permohonan perkara yang terkait dengan pengujian undang-

undang terhadap Undang-Undang Dasar. Hal ini dikarenakan setiap warga 

negara, badan hukum, dan lembaga negara dapat bertindak sebagai pemohon 

apabila hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh suatu 

undang-undang.
4
 Sampai saat ini, jumlah perkara pengujian undang-undang 

terhadap Undang-Undang Dasar yang masuk adalah sebanyak 1539 yang 

mana dari jumlah perkara tersebut 1492 perkara telah diputus.
5
 

Kewenangan melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-

Undang Dasar berdasarkan Pasal 2 Peraturan MK No. 2 Tahun 2021 tentang 

Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang disebutkan bahwa 

permohonan pengujian undang-undang meliputi pengujian formil dan/atau 

pengujian materiil. Pengujian formil adalah pengujian terhadap proses 

pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan 

pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam 

UUD 1945. Sedangkan pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan 

                                                           
3
 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 29. 
4
 Ni‟matul Huda, Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, (Bandung: Nusa Media), 

hlm. 258. 
5
 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang”, 

https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU#, diakses tanggal 22 Maret 2022, Pukul 14.07 

WIB. 

https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU
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dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang 

atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
6
 

Sehubungan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) 
7
telah dilakukan beberapa kali 

pengujian kepada MK, baik permohonan yang bersifat uji materiil maupun uji 

formil, di antaranya:
8
 

a) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVIII/2020, 101/PUU-

XVIII/2020, 108/PUU-XVIII/2020, 3/PUU-XIX/2021, 5/PUU-

XIX/2021, dan 55/PUU-XIX/2021 merupakan pengujian materiil; 

b) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 107/PUU-

XVIII/2020, dan 6/PUU-XIX/2021 merupakan pengujian formiil; dan 

c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XVIII/2020, 105/PUU-

XVIII/2020, dan 4/PUU-XIX/2021 yang merupakan pengujian materiil 

dan formil. 

Berdasarkan 12 (dua belas) perkara pengujian UU Cipta Kerja 

tersebut, MK hanya  nmengabulkan (sebagian permohonan uji formil)  1 

perkara yaitu Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (Putusan MK Nomor 

91) dan 11 perkara dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memiliki 

legal standing dan kehilangan objek karena Putusan MK Nomor 91 yang 

merupakan pengujian formil. Putusan MK Nomor 91 ini merupakan 

                                                           
6
 Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan MK No. 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dalam Perkara 

Pengujian UU. 
7
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. 

8
 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja 

Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun”, 

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816, diakses tanggal 22 Maret 2022, Pukul 15.30 

WIB. 

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816
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momentum bersejarah dimana MK mengabulkan permohonan pengujian 

formil untuk pertama kalinya sehingga dapat dijadikan sebagai landmark 

decision, sebagaimana laporan KoDe Inisiatif menjelaskan sejak tahun 2003 

hingga tahun 2019, tercatat 44 perkara uji formil dan dari jumlah tersebut 

belum ada yang dikabulkan.
9
 

Putusan MK dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 

terdapat 3 (tiga) jenis amar putusan, yaitu: dikabulkan, ditolak atau tidak 

dapat diterima. Putusan yang mengabulkan permohonan, berimplikasi pada 

batalnya suatu undang-undang  dan tidak memiliki kekuatan hukum 

mengikat. Putusan tersebut tidak lepas dari asas erga omnes yaitu memiliki 

kekuatan hukum yang mengikat seluruh elemen bangsa, sehingga semua 

pihak harus tunduk dan patuh melaksanakan putusan tersebut. 
10

 

Terdapat jenis putusan yang menarik yaitu putusan yang amar 

putusannya “dikabulkan” dan “ditolak” tetapi dalam pertimbangan hukumnya 

memberikan syarat konstitusionalitas seperti konstitusional bersyarat 

(conditionally constitutional) dan/atau inkonstitusional bersyarat 

(conditionally unconstitutional). Konstitusional bersyarat adalah
11

 putusan 

dimana dalam amarnya, sebuah undang-undang dinyatakan konstitusional 

atau tidak bertentangan dengan UUD 1945 dengan ditambahkannya ketentuan 

                                                           
9
 Jimly Asshiddiqie, Pengujian Formil Undang-Undang di Negara Hukum, (Jakarta: Konpress, 

2020), hlm. 103. 
10

 Asy‟ari, Syukri, dkk, Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian 

Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012), (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, 

Pengelolaan Teknologi Informasi dan komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013), hlm. 

4. 
11

 Ibid., hlm. 8 
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atau syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan 

tersebut untuk membuat undang-undang yang dimaksud menjadi 

konstitusional. Sedangkan inkonstitusional bersyarat adalah
12

 suatu putusan 

dikabulkan dan sebuah undang-undang dinyatakan bertentangan dengan UUD 

1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum dengan memberikan suatu 

persyaratan berdasarkan penafsiran hakim konstitusi sehingga menjadi 

konstitusional dengan syarat yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. 

Sehingga pemberlakuan pasal atau undang-undang tersebut berlaku sampai 

pasal atau undang-undang tersebut direvisi. 

Dalam Putusan MK Nomor 91 tersebut pada intinya menyatakan 

bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan inkonstitusional 

bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 

(dua) tahun sejak putusan diucapkan. 
13

 Meskipun telah dinyatakan 

inkonstitusional bersyarat, UU Cipta Kerja tetap berlaku sampai dengan 

dilakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja dan menangguhkan segala 

tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta 

tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan 

dengan UU Cipta Kerja.  

Putusan tersebut menimbulkan beberapa permasalahan diantaranya 

terkait ambiguitas putusan yang bersifat inkonstitusional bersyarat terhadap 

UU Cipta Kerja yang masih memberlakukan UU Cipta Kerja sampai dengan 

                                                           
12

 Ibid., hlm. 9. 
13

 Noverdi Puja Saputra, Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 

Terkait Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat 

Jenderal DPR RI, 2021), hlm. 1 
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dilakukan perbaikan 2 (dua) tahun. Padahal sebagaimana pendapat Denny 

Indrayana menyatakan bahwa UU Cipta Kerja dalam putusan  a quo secara 

tegas bertentangan dengan UUD 1945 sehingga secara teknis UU Cipta Kerja 

secara tegas pula harus dibatalkan dan perintah perbaikan tidak dapat 

dijadikan alasan untuk menjadikan suatu undang-undang yang melanggar 

konstitusi tetap berlaku. Jimly Asshiddiqie juga memperjelas bahwa apabila 

permohonan dikabulkan secara inkonstitusional bersyarat dapat menyebabkan 

ketidakpastian hukum karena dengan permohonan dikabulkan berarti pasal 

atau undang-undang yang diuji dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 

dan tidak lagi mengikat umum sejak diputuskan. Namun, yang menjadi 

permasalahan dalam putusan a quo apakah UU Cipta Kerja yang sudah 

senyatanya batal karena bertentangan dengan UUD 1945 masih dapat berlaku 

dalam lalu lintas hukum atau tidak selama dilakukan perbaikan 2 (dua) tahun. 

Permasalahan lain dalam Putusan MK Nomor 91 adalah terkait  UU 

Cipta Kerja yang dinyatakan masih berlaku hingga 2 (dua) tahun sampai 

dilakukan perbaikan, namun disisi lain permohonan uji materil tidak diterima 

karena dinyatakan kehilangan objek. Padahal objek (UU Cipta Kerja) tersebut 

masih berlaku hingga 2 (dua) tahun sejak putusan dibacakan. Ambiguitas 

selanjutnya yaitu menangguhkan pemberlakuan untuk tindakan atau 

kebijakan yang bersifat strategis dimana tidak diatur bentuk batasan kebijakan 

yang bersifat strategis, terlebih dalam Pasal 4 UU Cipta Kerja menjelaskan 

bahwa seluruh ruang lingkup UU Cipta Kerja mengatur kebijakan  strategis. 

Sehingga putusan a quo dapat menimbulkan kekacauan dalam praktik hukum 
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karena dinilai tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu dan teori peraturan 

perundang-undangan. 

Penelitian ini selain mengkaji dari sudut pandang hukum positif, juga 

mengkaji melalui sudut pandang hukum ketatanegaraan islam. Apabila 

ditinjau berdasarkan ketatanegaraan Islam yang berkaitan dengan hubungan 

antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara 

dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan 

lembaga negara baik yang bersifat intern suatu negara maupun yang bersifat 

ekstern antar negara, berbagai dalam bidang kehidupan disebut hukum tata 

negara Islam atau fiqh siyasah.  

Berkenaan dengan luasnya ruang lingkup fiqh siyasah, dalam hal ini 

berkaitan dengan masalah perundang-undangan negara dan Putusan 

Mahkamah Konstitusi agar sejalan dengan nilai-nilai syariat, maka menjadi 

pembahasan siyasah dusturiyah. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-

undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan 

manusia.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk 

mengkaji dan meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul “Ratio Decidendi 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang Bersifat 

Inkonstitusional Bersyarat Perspektif Siyasah Dusturiyah”. 

 

 



 

8 
 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

91/PUU-XVIII/2020 yang bersifat inkonstitusional bersyarat? 

2. Bagaimana perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap Ratio Decidendi 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang bersifat 

inkonstitusional bersyarat? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu: 

1. Untuk menganalisa ratio decidendi putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang bersifat inkonstitusional bersyarat 

terhadap pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

Tentang Cipta Kerja. 

2. Untuk menganalisa perspektif siyasah dusturiyah terhadap pertimbangan 

hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang 

bersifat inkonstitusional bersyarat. 

Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-

manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi 

perkembangan keilmuan hukum di Indonesia. 
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b. Memberikan sumbangan pemikiran dan memperbanyak literatur atau 

bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan 

kajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan 

studi Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat inkonstitusional 

bersyarat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Menambah wawasan bagi penulis khsusunya dan para pembaca pada 

umumnya. 

b. Memberikan manfaat bagi para peminat hukum kelembagaan negara 

dan praktisi ketatanegaraan dalam menganalisis putusan mahkamah 

konstitusi yang bersifat inkonstitusional bersyarat terhadap 

pengujian formil suatu undang-undang. 

D. Telaah Pustaka 

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya, maka penulis mengadakan penelusuran terhadap 

penelitian yang ada sebelumnya. Diantaranya adalah sebagai berikut: 

Skripsi karya Felani Ahmad Cerdas Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang yang berjudul “Tinjauan Yuridis Putusan 

Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Inkonstitusional Bersyarat (Analisis 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2016). Adapun rumusan 

masalah yang dibahas adalah: 1) Apa yang menjadi pertimbangan hukum 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2016 yang bersifat 

inkonstitusional bersyarat tentang larangan JPU mengajukan peninjauan 
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kembali?; 2) Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-

IX/2016 yang bersifat inkonstitusional bersyarat? Penelitian ini menggunakan 

metode pendekatan yuridis normatif hukum. Hasil penelitian menyebutkan 

bahwa Peninjauan Kembali hanya boleh dilakukan oleh korban dan ahli 

warisnya. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak mencerminkan keadilan 

substantif secara keseluruhan karena tidak melihat kewenangan jaksa 

penuntut umum sebagai wakil negara dan korbannya sebagai pengawal 

konstitusi harus mempertimbangkan semua peraturan perundang-undangan. 

14
Perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2016, sedangkan dalam skripsi yang akan 

diteliti oleh penulis menggunakan objek penelitian Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 . 

Skripsi karya Desy Aimatul Khoiroh Fakultas Syari‟ah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang berjudul “Putusan 

Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi dalam Siyasah Dusturiyah 

(Studi Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009). Adapun rumusan masalah yang 

dibahas adalah: 1) Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi 

dalam memutus perkara berupa Konstitusional Bersyarat terhadap putusan 

No. 147/PUU-VII/2009?; 2) Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap 

pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara berupa 

Konstitusional Bersyarat? Peneitian ini menggunakan metode penelitian 

normatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pertimbangan hukum 

                                                           
14

 Felani Ahmad Cerdas, “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat 

Inkonstitusional Bersyarat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2016)”, Skripsi, 

Universitas Muhammadiyah Malang (2017). 
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Mahkamah Konstitusi membolehkan melakukan metode e-voting selama 

tidak melanggar asas pemilu yang bebas, umum, jujur, dan adil. Sedangkan 

dalam konteks Siyasah Dusturiyah putusan konstitusional bersyarat 

Mahkamah Konstitusi ini masuk dalam lembaga Wilayah al-Mazalim dimana 

para hakim memutus perkara sesuai dengan syari‟at Islam dengan 

mempertimbangkan kemaslahatan umat. 
15

Perbedaannya terletak pada objek 

penelitian yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009, 

sedangkan dalam skripsi yang akan diteliti oleh penulis menggunakan objek 

penelitian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 

Skripsi karya Nana Supena Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas 

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Konstitusional dan 

Inkonstitusional Bersyarat dalam Perspektif Mahkamah Konstitusi (Analisis 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015). Adapun 

rumusan masalah yang dibahas adalah bagaimana implikasi hukum putusan 

inkonstitusional bersyarat dalam putusan Mahkamah Konstitusi 130/PUU-

XIII/2015? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. 

Hasil penelitian ini adalah Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa 

Pasal 109 ayat (1) KUHAP tersebut inkonstitusional dengan mensyaratkan 

suatu ketentuan berdasarkan penafsiran hukum
16

. Perbedaannya adalah 

penelitian ini lebih berfokus pada pembahasan konstitusional bersyarat dan 

                                                           
15

 Desy Aimatul Khoiroh, “Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi dalam 

Siyasah Dusturiyah (Studi Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan 

Ampel (2018). 
16

 Nana Supena, “Konstitusional dan Inkonstitusional Bersyarat dalam Perspektif Mahkamah 

Konstitusi (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015)”, Skripsi, Universitas 

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2018). 
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objek penelitian yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-

XIII/2015, sedangkan dalam skripsi yang akan diteliti oleh penulis  

menggunakan objek penelitian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

91/PUU-XVIII/2020 dan fokus menggunakan pembahasan inkonstitusional 

bersyarat. 

Skripsi karya Yulinda Sholikhatul Amalia Fakultas Syariah 

Universitas Islam Negeri Sunan Maulana Malik Ibrahim Malang yang 

berjudul “Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi 

No. 006/PUU-II/2004 Perspektif Siyasah Dusturiyah”. Adapun rumusan 

masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana analisis yuridis ratio decidendi 

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004?; 2) Bagaimana 

perspektif siyasah dusturiyah terhadap ratio decidendi Putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 006/PUU-II/2004? Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 memberikan kewenangan 

kepada seseorang yang berprofesi non advokat untuk dapat memberikan 

bantuan hukum selama memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-

undang. 
17

Perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu Putusan 

Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004, sedangkan dalam skripsi yang 

akan diteliti oleh penulis menggunakan objek penelitian Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 

                                                           
17

 Yulinda Sholikhatul Amalia, “Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi 
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Jurnal yang berjudul “Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja 

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020” oleh 

Dixon Sanjaya. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah bagaimana 

pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja pasca Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memutuskan 

inkonstitusional bersyarat terhadap pengujian UU Cipta Kerja karena tidak 

memenuhi prosedur pembentukan UU sebagaimana diatur dalam UU P3.
18

 

Perbedaannya adalah penelitian ini lebih berfokus pada pengujian formil 

undang-undang cipta kerja dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

91/PUU-XVIII/2020, sedangkan penelitian Penulis berfokus pada 

pertimbangan hukum (ratio decidendi) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dengan menggunakan perspektif siyasah 

dusturiyah.   

Berdasarkan beberapa literatur di atas, hanya terdapat beberapa 

kesamaan dan tidak secara keseluruhan terhadap penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini, yaitu penelitian ini berfokus pada 

pertimbangan hukum (ratio decidendi) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang bersifat inkonstitusional bersyarat dan 

menggunakan perspektif siyasah dusturiyah.  
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14 
 

E. Kerangka Teoretik 

1. Teori Siyasah Dusturiyah 

Siyasah Dusturiyah adalah salah satu objek kajian dari fiqh 

siyasah yang membahas mengenai perundang-undangan. Tujuan 

dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan 

kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ruang 

lingkup kajian siyasah dusturiyah terkait hubungan antara penguasa dan 

rakyat maupun lembaga-lembaga di dalamnya, yaitu terbagi menjadi:
19

 

a. Siyasah tasyri‟iyah, membahas persoalan ahl al-hall wa al-aqd 

(perwakilan rakyat) 

b. Siyasah tanfidziyah, membahas masalah imamah, bai‟ah, wuzarah, 

wali al-„ahdi, dan lain-lain. 

c. Siyasah qadlaiyah, membahas tentang peradilan. 

d. Siyasah idariyah, membahas masalah administratif dan kepegawaian 

Tujuan negara adalah menciptakan kemaslahatan masyarakat, 

sehingga untuk merealisasikan tujuan tersebut negara mempunya tugas-

tugas diantaranya adalah: Al-sulthah al-tasyriiyah (kekuasaan legislatif), 

as-sulthah al-tanfidziyyah (kekuasaan eksekutif dan al-sulthah al-

qadlaiyyah (kekuasaan kehakiman) 

2. Teori Tujuan Hukum 

Dalam mewujudkan tujuan hukum, Gustav Radbruch menyatakan 

perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan 
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hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum 

sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, begitupun 

sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat 

terjadi benturan, maka harus ada yang dikorbankan. Oleh karenanya, asas 

prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan 

dengan urutan sebagai berikut: 

1) Keadilan hukum 

2) Kemanfaatan hukum 

3) Kepastian hukum
20

 

Berdasarkan urutan diatas, maka sistem hukum dapat terhindar 

dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav 

Radbruch kepastian hukum menempati peringkat yang paling atas di 

antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan 

teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktik-

praktik yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II 

dengan jalan  membuat hukum yang mengesahkan praktik-praktik 

kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat 

teorinya tersebut di atas dengan dengan menempatkan tujuan hukum 

yaitu keadilan di atas tujuan hukum yang lain. 

3.  Teori Hukum Progresif 

Istilah hukum progresif adalah istilah hukum yang diperkenalkan 

oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah 
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untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya 

kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam 

mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Untuk 

itu beliau melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang 

hukum progresif. 

Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah 

secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan 

praktik hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan 

tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan 

bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, 

melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, 

kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia.
21

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara atau tahapan-tahapan yang dapat 

memudahkan seorang penulis dalam melakukan sebuah penelitian yang 

berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang 

digunakan.
22

 Penelitian ini merupakan penelitian yang hanya ditujukan pada 

pengaturan-pengaturan tertulis dengan beberapa metode penelitian yang 

meliputi: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-

normatif (penelitian hukum kepustakaan). Pendekatan yuridis-normatif 

                                                           
21

 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 154. 
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 Wiratna Sujarwani, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 5.  
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adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama 

dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, 

doktrin, peraturan perundang-undangan, serta yurisprudensi. Kaitannya 

dengan hal tersebut, maka penulis melakukan penelitian terhadap 

pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. 

2. Sifat Penelitan 

Sifat penelitian hukum ini adalah deskriptif analisis, yaitu dengan 

cara mengambil masalah untuk kemudian diolah dan dianalisis untuk 

mengambil kesimpulannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis 

berupaya untuk menemukan jawaban mengenai pertimbangan hukum 

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang 

bersifat inkonstitusional bersyarat. 

3.  Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian dibagi menjadi beberapa macam, 

yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus 

(case approach), pendekatan sejarah (history approach), pendekatan 

komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach).
23

 Dalam penelitian ini, pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan 

konseptual. 
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4. Bahan Hukum 

Bahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bahan yang 

dikumpulkan dari berbagai sumber hukum tertulis karena merupakan 

penelitian normatif, sumber-sumber data tersebut antara lain: 

a. Bahan Primer 

Bahan primer adalah bahan asli atau bahan baru mengenai 

putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap, 

yakni berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-

XVIII/2020. 

b. Bahan Sekunder 

Bahan sekunder yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal 

dari literatur kepustakaan yang berupa peraturan perundang-

undangan, buku-buku, jurnal-jurnal dan kitab-kitab hukum Islam 

terkait dasar pertimbangan hakim. 

c. Bahan Tersier 

Bahan tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, 

ensiklopedia dan internet. 

5. Teknik Pengumpulan Bahan 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Studi 

kepustakaan ialah suatu metode yang berupa pengumpulan bahan-bahan 

hukum yang diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki 
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hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka, dan ruang lingkup 

permasalahan. Dalam penelitian ini penulis mencari dan mengumpulkan 

bahan-bahan kepustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan, 

buku, hasil-hasil penelitian hukum, skripsi, makalah-makalah, surat 

kabar, artikel, majalah atau jurnal, jurnal hukum maupun pendapat para 

sarjana yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian yang dapat 

menunjang penyelesaian penelitian ini. 

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan 

Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis bahan 

pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang kemudian 

disajikan dalam bentuk deskriptif. Deskriptif analisis yaitu teknik analisis 

dengan memaparkan tentang suatu peristiwa atau kondisi hukum secara 

sistematis yang kemudian dianalisis dan pada akhirnya disimpulkan, 

sehingga dapat memberikan suatu pemahaman yang konkret.
24

 Kemudian 

menguraikan dan menjabarkan hasil analisa secara logis dan sistematis 

melalui metode deduktif. Metode deduktif adalah mengemukakan teori-

teori atau dalil-dalil yang bersifat umum mengenai siyasah dusturiyah 

dalam hukum islam untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 

G. Sistematika Pembahasan  

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif, maka penulis 

menyusun sistematika pembahasan dengan garis-garis besar sebagai berikut: 
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1. Bagian Awal 

Pada bagian awal terdiri dari halaman judul, abstrak, pernyataan 

keaslian skripsi, persetujuan skripsi, pengesahan skripsi, motto, 

persembahan, sistem transliterasi arab-latin, kata pengantar, dan daftar 

isi. 

2. Bagian Isi 

Pada bagian isi terdiri dari Pendahuluan, Pembahasan dan 

Penutup termasuk Daftar Pustaka, Lampiran, dan Curriculum Vitae. 

Berikut adalah rinciannya: 

Bab pertama pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan 

pembahasan penelitian secara keseluruhan yang meliputi: latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah 

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua merupakan tinjauan umum untuk memperkuat 

kerangka teoritik dalam bab pertama yaitu tentang teori siyasah 

dusturiyah, teori tujuan hukum dan teori hukum progresif. 

Bab ketiga merupakan pembahasan tinjauan umum tentang 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 meliputi: 

Pengertian Mahkamah Konstitusi, Wewenang Mahkamah Konstitusi, 

Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 

meliputi: Identitas Pemohon, duduk pekara, alasan pemohon mengajukan 

uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, 
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dasar pertimbangan hukum oleh Mahkamah Konstitusi, amar putusan dan 

dissenting opinion. 

Bab keempat merupakan intisari pembahasan terhadap judul 

skripsi yang diangkat yaitu membahas mengenai analisis pertimbangan 

hukum (ratio decidendi) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-

XVIII/2020 yang bersifat inkonstitusional bersyarat perspektif siyasah 

dusturiyah. 

Bab kelima adalah penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dari 

hasil penelitian terhadap pembahasan permasalahan yang diuraikan serta 

berisi saran-saran yang dianggap perlu. 

3. Bagian akhir 

Pada bagian akhir terdiri atas lampiran-lampiran dan curriculum 

vitae penulis. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan serta analisis yang telah dilakukan oleh 

penulis terhadap Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

91/PUU-XVIII/2020 yang Bersifat Inkonstitusional Bersyarat Perspektif 

Siyasah Dusturiyah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ratio Decidendi Hakim MK  yang menyatakan UU Cipta Kerja 

inkonstitusional bersyarat adalah sebagai bentuk penyeimbangan antara 

keharusan untuk tunduk pada tata cara pembentukan UU menurut UU 

12/2011, dan kebutuhan hukum terhadap materi muatan UU Cipta Kerja. 

Pun tujuan penggunaan klausul inkonstitusional bersyarat sejatinya 

dimaksudkan agar suatu norma yang diuji (baik melalui uji materil 

maupun uji formil) dapat dilaksanakan (dalam arti tetep konstitusional) 

sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh MK 

dan menjadi tidak dapat dilaksanakan (inkonstitusional permanen) 

apabila syarat-syarat yang diberikan tidak dipenuhi. 

2. Ratio Decidendi Hakim MK yang menyatakan UU Cipta Kerja 

inkonstitusional bersyarat selaras dengan teori fiqh siyasah dusturiyah 

bahwa kebijakan harus memberikan kemaslahatan untuk terciptanya 

kenyamanan bagi masyarakat serta menghilangkan kemudharatan. 

Dimana pertimbangan dalam Putusan a quo memilih jalan tengah dengan 

menyeimbangkan antara syarat pembentukan sebuah undang-undang 
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yang harus dipenuhi sebagai syarat formil guna mendapatkan undang-

undang yang memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan 

keadilan. Disamping itu juga harus mempertimbangkan tujuan strategis 

dari dibentuknya UU a quo. Sehingga pertimbangan  hukum tersebut 

diharapkan lebih dapat mendatangkan kebaikan bagi masyarakat 

B. Saran 

Pemerintah dan DPR harus melakukan perbaikan UU No.11 Tahun 

2020 sesuai putusan MK. Secara formil, harus diteliti prosedur apa yang tidak 

diikuti dalam pembentukan UU No.11 Tahun 2020. Pemerintah dan DPR 

perlu membahas bersama apa saja prosedur yang belum dilaksanakan 

menurut putusan MK itu. 

Selain formil, perbaikan itu perlu menyasar substansi atau materiil UU 

No.11 Tahun 2020, terutama yang menimbulkan polemik di masyarakat. 

Karena jangka waktu 2 tahun yang diberikan MK untuk pemerintah dan DPR 

memperbaiki UU No.11 Tahun 2020 tergolong singkat. Sehingga sebaiknya 

perbaikan bukan hanya untuk aspek prosedural pembentukan UU No.11 

Tahun 2020 tapi juga substansinya. Hal ini perlu dilakukan untuk 

meminimalkan adanya potensi revisi UU Cipta Kerja dipersoalkan kembali 

ke MK, sehingga akan banyak menghabiskan waktu dan melelahkan. 

Terakhir,  pemerintah dan DPR harus melibatkan partisipasi masyarakat yang 

luas dalam menyusun revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan. 
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